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ABSTRACT

One of functions of local government is to determine set of policy, rules, norms, or
law as the guidline for public welvare. This research aimed at describing the
effect of control function of local government toward the regional regulation
No.14 2005 about livestock farming control in Mokdaleurban village of
Lobalainsubdistrict of Rote Ndao Regency. The result of the study showed that the
control function of the government of Mokdale urban village was stil unsteady
since there were many of livestock still found roaming in public area. The farmer
left their livestock to graze in public area that can harm the traffic and caused
damage to crops. Although the government has administered the regulation by
ordering the farmer to control their livestock and seize the roaming livestock, but
these actions were not continually executed.
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A. LATAR BELAKANG
Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan yang diberikan
oleh pemerintah sehingga terciptalah suatu ketidak harmonisan dalam
beternak. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan ikutan lainnya seperti
kecelaan lalulintas, pertikaian antar warga yang disebabkan oleh rusaknya
tanaman warga akibat dari ulah ternak. Penerapan sanksi yang kurang tegas
terhadap pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran bebas dalam
wilayah kelurahan mokdale menjadi penyebab utama tidak efektinya perda
No. 14 Tahun 2005, Melihat fenomena ternak yang berkeliaran dalam wilayah
kelurahan Mokdale yang merupakan daerah perkotaan menggambarkan bahwa
sekalipun pemerintah daerah telah mengeluarkan perda tentang pemeliharaan
dan kepemilikan ternak, namun pemerintah juga memberikan kebijakan agar

warga memelihara ternak tanpa harus diawasi baik oleh pemilik maupun oleh

pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan



melakukan penangkapan dan penjatuhan sanksi ternyata belum
memberikanefekjerabagipemilikternak. Berdasarkan
uraianlatarbelakangdiatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian
dengan
judul“‘PengaruhPengawasanPemerintaTerhadapKetertibanBeternakDi
KelurahanMokdaleKabupaten Rote Ndao”

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkanlatarbelakangdiatasmaka yang

menjadirumusanmasalahadalahBagaimanaPengaruhPengawasanTerhadap

KetertibanBeternak Di KelurahanMokdaleKecamatan
LobalainKabupaten Rote Ndao?
C. TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah
mendeskripsikan pengaruh pengawasan pemerintahterhadap
Ketertibanbeternak di KelurahanMokdaleKecamatanLobalainKabupaten Rote
Ndao

D. TINJAUAN PUSTAKA
Henry Fayol dalam Harahap (2004:12) pengawasan adalah ketetapan dalam
menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan
prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat lagi dipungkiri lagi.
Hadjon (2003:53) mengatakan pengawasan adalah sebuah tindakan yang
dilakukan oleh seseorang dalam rangka menjaga suatu aktivitas agar tercapai
hasil sebagaimana telah dicita-citakan.
Winardi(2003:12)Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh
pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan
hasil yang direncanakan.

F. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mokdale kecamatan Lobalain
Kabupaten Rote Ndao dengan alasan bahwa Peraturan daerah Kabupaten
Rote Ndao No. 14 tahun 2005 belum efektif berlaku di Kelurahan Mokdale
Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, denganpopulasisebanyak30

orang di KelurahanMokdaleKecamatanl.obalainkabupaten Rote Ndao,



responden terdiridariKepala Dinas Peternakan LurahMokdale,
CamatLobalaindanpemilik Ternak.Data yang digunakanadalahjenis data
kuantitatifdankualitatif yang diperolehmelalui wawancara,Studi dokumenter,
Studi Kepustakaan, danpenyebaran kuesioner
G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
KelurahanMokdalemerupakanbagiandaribekaskekuasaankerajaanBa’a
yang awalnyaberpusat di
Ba’adale.SebagaiwilayahkerajaanBa’a.Mokdalemenjalanipemerintahandariket
ujuh raja yang
mendudukitahtakerajaanBa’asecarabergantian.Sekalipunberadadalamwilayahp
erkotaan, = masyarakatkelurahanmokdalemasihmemanfaatkanruang  yang
adauntukmemeliharaberbagaijenisternaksepertiterdapatdalamtabeldibawahini.
Hasilpenelitianmenununjukkanbahwasekalipunpemerintahkabupaten Rote
Ndaotelahmengelurakanperda yang
melarangmasyarakatuntukmelepaskanternak,
namunmasyarakattetapmemeliharaternak yang
sebagaimanaterdapatpadatabeldiatas yang menunjukkanbahwa data terakhir
yang dihimpunadalahsebanyak 23.438 ekorTernak yang
terdiridariberbagaimacamternak.
Dalammelakukanpengawasanterhadappelaksanaanperda No.14 Tahun
2005, PemerintahKelurahanMokdalemenggunakanberbagaibentukpengawasan
yang
dapatdipantauolehmasyarakat.HasilPenelitianmenunjukkanberbagaitanggapan
masyarakatsebagairespondenuntukmengetahuibentukpengawasan yang
digunakanolehpemerintahkelurahanMokdalekecamatanLobalainkabupaten
Rote Ndaodalamtanggapannyarespondenmenganggapbahwaperda No.14 tahun
2005 yang mengaturtentangpeternakanternyatabelumefektifberlaku  di
kelurahanMokdale. Hal
inidisebabkanolehlemahnyapengawasanpemerintahsehinggamasyarakatmengi
nginkanadayakebijakanbarudaripemerintah yang
berkaitandenganpenertibanternak.Sepertiperlunyapenegasanatauketegasanpetu

gasdalammelakukanpengawasanbilaperlumemberikansanksi yang



beratdanpenangkapansecarapaksaterhadapternakapasaja yang
masihberkeliaran di wilayahkelurahanMokdale.
Teknikpengawasanmerupakancaraataustrategi yang
digunakanolehpemerintahuntukmenegakkanperda  No.14  tahun  2005.
HasilPenelitianmenunjukkanbahwamasyarakatsanagtprihatindengankondisi
yang terjaditerutamateknikpengawasan yang

telahdigunakanselamainisehinggarespondenmasihberenggapanbahwaTeknik —

teknik yang
telahdigunakanselamainijugabelumefektifsehinggapemerintahmembutuhkante
knik-teknikbaru, bilaperludilakukanpengawasansecara persuasive,
berkaladandadakansehinggaternak-ternak yang

dianggapmerugikanmasyarakatsebaiknyasecepatmungkindiamankanolehpeme
rintah.

Sebagaimasyarakat Rote yang
berdomisilidalamwilayahKelurahanMokdale,
apalagibilaberprofesisebagaipetanidanataupeternakmakamemilikibinatangpeli
haraanatauternakitusudahmerupakansuatutradisodalamhidupbermasyarakat.Na
munmengingatsaatinikelurahanmokdalemerupakansuatudaerahperkotaanmaka
sudahtentuharusterbebasdariternak-ternak yang berkeliaran.
Sehinggabagimasyarakat yang
berkeinginanmemilikiternakharusmengetahuiprosedurbeternakdalamwilayahk
elurahanMokdaleKecamatanLobalainKabupaten Rote
Ndao.HasilPenelitianmenunjukkanbahwasebagiandarirespondenmemilikiterna
k, ternak-ternak yang dipeliharatersebutternyataada yang
dikandangkantapiadajuga yang dilepasbebas,
sehinggaterkenaoperasipetugaskelurahandanmasyarakat.Berkaitandenganpeng
etahuanataupemahamanrespondenterhadapaturan yang
mengaturtentangketertibanbeternak,
sebagianrespondenmengakuibahwamerekapengetahuiaturantersebut,
namunadajuga yang tidaktahukalauadaaturan yang mengaturhaitersebut.

Ternak yang

dipeliharaterkadangdapatmenimbulkanberbagaipersoalanataukonflikhorisantal



.Konflikiniakanmenjadisemakinpanjangapabilatelahmelibatkankeluargabesard
arikelompok-kelompok yang bertikait. Oleh Karen
itumasyarakatharusmenjagaternaknyasehinggatidakmenimbulkanmasalah.
SebagaimanatelahdiketahuibahwaPemerintahKabupaten Rote
NdaotelahmengeluarkanPeraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao No 14
Tahun 2005 tentangpemeliharaandankepemilikanternak yang
bertujuanuntukmemaksimalkanketertibanbeternakdanmendorongpemilikterna
kmeningkatkanproduktifitasternakdalamkoridor yang

telahditentukangunamenjagaketertiban.

Kebijakan yang
diterapkanpemerintahinitentubetentanganataubertolakbelakangdengankebiasaa
n yang berlakudalammasyarakat Rote
yaknimemilikiternaksebagaisumberpendapatan yang

telahterpeliharasecaraturuntemurun.

Penerapanperda No.14 tahun 2005 yang
telahdiundangkandalamLembaran Daerah No.014 Seri E Nomor 008
padatahun 2005 tentubukabuntukmenghialngkankebiasaandalamtradisi orang
rote,
akantetapisebaliknyaPemerintahmenginginkanadanyaketertibandalambeternak
sehinggatidakmenimbulkankonflikdalamkehidupanbermasyarakat. Penegakkan
terhadapperda no.14 tahun 2005 akanterlaksanabilapemerintahterus-
menerusmelakukanpengawasandalambentukpartisipatifdarimasyarakatsehingg
aselainmasyarakatmerasadilibatkansecaraaktifmasyarakat pula
merasamendapatperhatiandaripemerintah. Bentupengawasan yang
digunakansangatberpengaruhterhadapimplementasiperda No. 14 Tahun 2005
tentangpenertibanpemeliharaandanpemilikanternak.

Hasilpenelitianmenunjukkanbahwamasyarakatsangatmendukungpemeri
ntahuntukmelakukanpenertibanterhadappemeliharaanternaknamunbentukpeng
awasannyaharusdiupayakan agar sesuaidengankeinginanmasyarakat.Demi
mencapai tujuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap ternak-

ternak yang masih berkeliaran dalam wilayah ibu kota kelurahan Mokdale



maka pemerintah kelurahan telah melakukan berbagai cara guna mencapai
tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan
bebecara seperti melakukan operasi lapangan pada setiap bulan april tahun
2015 sampai bulan desember 2015 dimana dalam operasi tersebut pemerintah
kelurahan mokdale berhasil menjaring berbagai jenis ternak bahkan
melumpuhkan ternak-ternak yang tidak dapat ditangkap pada saat
operasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi
responden mendukung pemerintah sepenuhnya untuk menggunakan berbagai
cara yang terpenting responden tidak terganggu dengan ternak-ternak yang
berkeliaran, oleh Karen itu responden neganjurkan agar penerapan sanksi
disesuaikan dengan amat Perda No. 14 Than 2005. Sehingga bagi masyarakat
yang memiliki ternak sebaiknya ternknya dieksodus ke tempat lain yang cocok
untuk daerah peternakan.

Peraturan Daerah (PERDA) No.14 tahun 2005 telah menentukan
persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh para peternak di seluruh
wilayah Kabupaten Rote Ndao. Peraturan daerah ini memang sudah dapat di
terapkan pada wialayh-wilayah padat penduduk seperti Kelurahan Mokdale
Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Perda No. 14 Tahun 2005 ditetapkan bahwa wilayah atau tempat
peternakan baik besar maupun kecil ditetapkan oleh bupati dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dalam wilayah peternakan. Sistem
pemeliharaan ternak juga telah ditetapkan dalam pasl 8 Peraturan daerah
Kabupaten Rote Ndao yang mengatur tentang ternak lepas harus digembala
oleh pemilik pada siang hari sedangkan pada malam hari harus dikandangkan.
Namun yang terjadi dalam masyarakat justru sebaliknya yakni ternak dilepas
bebas siang dan malam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat
sebagai responden mendukung peraturan daerah yang dterapakn oleh
pemerintah namun masyarakat sebagai responden dan pemilik ternak belum
pernah mengetahui perda tentang penertiban ternak tersebut. Sehingga
responden melepas ternak secara bebas.

PemeliharaandanpemilikanternakjugatelahdiatursecarajelasdalamPerda No.14



Tahun 2015
dimanapadabagianpertamadinaytakanbahwasetiappeternakharusmendaftarkant
ernaknyauntukmendapattandabuktikepemilikan. Tandabuktikepemilikanternak
dikenalmelalui cap danpotongantelinga, dalamoperasi yang
dilakukanolehpemerintahkelurahanmokdaleuntukmempetegaskomitmenpemer
intahuntukmelakukanpengawasan, ditemukanbahwamasihadaternak  yang
belumterdaftarbahkantandapengenalberupa cap
danpotongantelingapuntidakada.
. KESIMPULAN
Berdasarkanhasilpenelitianmakapenulisdapatmenarikbeberapakesimpulanseba
gaibahwa
1.PelaksanaanPengawasanterhadapketertibanbeternakdalamwilayahkelurahan
mokdaletelahdilaksanakandenganbaikolehlurahsertaperangkat-
perangkatnyanamunsebagianmasyarakatmasihbelummenyadarihalinisehingga
masihterdapatternak-ternak yang sengajadilepasolehmasyarakat. 2.
Bentukpengawasanpengawasan yang
digunakanolehlurahsertaperangkatkelurahansudahterlaksanakdimanalurahtelah
membuatkesepakatandenganperangkat-perangkatkelurahantermasuktokoh-
tokohadatdanTokoh Agama.
3.Pengawasandilakukandenganmenggunakanberbagaiteknikantara lain
melakukanoperasisecaraberkalasetiapbulandenganmelakukanpenangkapanbah
kanmelumpuhkansetiapternak yang
didapatimasihberkeliarandalamwilayahkelurahanMokdalekecamatanLobalain
Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasan,
makapenulismenyampaikanbeberapa saran sebagaiberikut:
1. BagiPemerintah

Agar terusmelakukanpengawasan demi penegakkanPerda No. 14 tahun

2005
2. Bagi DPRD Kabupaten Rote Ndao

Agar

melaksankanfungsipengawasanterhadappelaksanaansetiapPeraturandaera



hterutamaPerda No.14 Tahun 2005
sebabuntukmenegakkanpelaksanaanperdainimakadibutuhkanketerlibatan
DRPD sebagailembagapenyaluraspirasimasyarakat.

3. BagiPemilikternak
Agar
segeramelakukanberbagaiperbaikandalambeternaksehinggaternakpelihara
an di kandangkandantidakmengganggukehidupanmasyarakatlainnya.

4. BagiMasyarakatKelurahanMokdale
Agar
turutberpatisipasibersamapemerintahmenyukseskanamanatPeraturandaera
hinidengancarasalingmengingatkanatausalingmenyadarkantentangmanfaa

tketertibandalambeternak.



